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SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BALI,

bahwa ketentuan mengenai Hibah dan Bantuan Sosial
Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Bali
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Provinsi Bali;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1654);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);



Menetapkan

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2003 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012
tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2012 Nomor 67) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gubernur adalah Gubernur Bali.

3. Pemerintah Kabupaten /Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota se Bali.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.

S. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah, dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja
dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku bendahara umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan
selaku bendahara umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD
selanjutnya  disingkat DPPA PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendahara
umum daerah yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh PPKD.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah = Daerah  kepada  Pemerintah  atau
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dan jasa dari Pemerintah Daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.
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Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima
hibah.

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum
adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan
tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat
umat hindu secara turun temurun dalam ikatan
kahyangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai
wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta
berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Banjar Pakraman adalah kelompok masyarakat yang
merupakan bagian dari desa pakraman.

Pecalang adalah satgas (satuan tugas) keamanan
tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang
untuk menjaga keamanan dn ketertiban wilayah, baik
ditingkat banjar pakraman dan atau di wilayah desa
pakraman.

Subak adalah Organisasi tradisional dibidang tata guna
air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada
masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagraris,
religius, ekonomi yang secara historis terus tumbuh
dan berkembang.

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah daerah lainnya;

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);dan/atau
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan Hukum Indonesia.

ao o

Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam daerah bersangkutan.

(2) Hibah  kepada  pemerintah  daerah  lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
Peraturan Perundang-undangan.



4.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah
dalam rangka penerusan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan Hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d diberikan kepada Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial dibentuk berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan tanpa SKT.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan

kepada:
a. Lembaga-lembaga Adat seperti MUDP, MMDP,
MADP, dan

b. Desa Pakraman, Lembaga Perkreditan Desa (LPD),
Subak, Subak Abian, Banjar Pakraman, Pecalang
dan Sekeha-sekeha (Panitia) yang bernaung
dibawah struktur organisasi Desa Pakraman
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelihan
Adat dan Bendesa Adat.

(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga Kemasyrakatan
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memiliki SKT.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

(1) Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan
SKT kepada Kepala SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(2) SKT untuk Badan dan Lembaga Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
dikeluarkan oleh Kepala SKPD, sesuai dengan
format SKT sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



(3)

Syarat Badan dan Lembaga Kemasyarakatan
untuk mendapatkan SKT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus memiliki Surat Keterangan
dari Kelihan Adat dan Kelihan Dinas  yang
menerangkan bahwa Badan dan Lembaga
tersebut sudah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu
dan diketahui oleh Bendesa Adat, Kepala Desa,
dan Camat, sesuai dengan format Surat
Keterangan  sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan
SKT untuk Organisasi Kemasyarakatan yang
belum terdaftar kepada Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Belanja Hibah

Pasal 7

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

c. memiliki sekretariat tetap; dan

d. memiliki surat keterangan terdaftar bagi yang
wajib SKT.



(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat

sekurang-kurangnya 3  tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
c. memiliki sekretariat tetap.
Pasal II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Oktober 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 55
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 19 OKTOBER 2015 NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PROVINSI BALI
a. Format Surat Keterangan.
SURAT KETERANGAN
Pada hari ini ............. Tanggal ......... Bulan ....... Tahun ............ yang
bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama
Alamat :
Jabatan : Kelihan Adat
2. Nama
Alamat

Jabatan : Kelihan Dinas

Menerangkan bahwa .................... memang benar berada di wilayah kami dan
lembaga tersebut memang telah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kelihan adat Kelihan Dinas

Mengetahui

Bendesa Adat Kepala Desa

Camat



b. Format SKT.

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Pada hari ini ............. Tanggal ......... Bulan ....... Tahun ............ yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP :

Jabatan : Kepala SKPD ................

Alamat :

Menerangkan bahwa kelompok/sekeha/...memang benar telah sesuai dengan
surat keterangan dari Kelihan Adat dan Kelihan Dinas yang diketahui oleh
Bendesa Adat, Kepala Desa dan Camat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala SKPD ..........ccenveee.n.

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA
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